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BAB 1 

 PENDAHULUAN  
1.1 Latar Belakang  

      Perdagangan manusia atau Human trafficking merupakan salah satu dari 

kejahatan transnasional yang tidak terlalu terbuka karena adanya pelecehan secara 

psikologis yang sudah ada sejak awal peradaban manusia. Kala itu perbudakan sudah 

dianggap hal yang wajar dilakukan oleh masyarakat umum sejak awal tahun 1880an. 

Namun, semakin berkembangnya zaman lebih dari tiga dekade yang lalu muncul lagi 

perbudakan baru yaitu perdagangan manusia. Perdagangan manusia merupakan bentuk 

modern dari perbudakan. Motif dari perdagangan manusia berbeda antara negara satu 

dengan negara lainnya dan sangat beragam, mulai dari ketidakstabilan ekonomi, 

kurangnya lapangan pekerjaan gaya hidup dan sosial budaya. pola pikir dan pola hidup 

dari masyarakat juga   mempengaruhi   adanya   perdagangan   manusia. (Wulandari & 

Wicaksono, 2014) 

Hal ini terjadi karena adanya perkembangan dan kemajuan zaman yang 

menyebabkan pola pikir dan pola hidup masyarakat mengalami perubahan baru yang 

lebih rumit. Luasnya pemahaman mengenai pola dan susunan yang baru tersebut 

membuat masyarakat kebingungan. Salah satunya kebingungan tersebut 

mengakibatkan samarnya beberapa individu dengan daerahnya yaitu banyaknya 

masyarakat yang tidak mengerti apa itu pemaksaan psikologis dimana mereka percaya 

bahwa perdangan manusia tidak akan berdampak negatif pada mereka serta mereka 

akan mendapat keuntungan dari hal tersebut. Kurangnya informasi yang cukup dari 

aktor negara juga sangat berpengaruh pada kasus ini terutama untuk masyarakat yang 
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ada di daerah pedesaan yang minim akan fasilitas sosial media membuat masyarakat 

kebingungan dan susah membedakan antara perdagangan manusia dengan imigrasi. 

Kasus perdagangan manusia di Asia Tenggara masih terus meningkat setiap 

tahunnya, dan laporan menunjukkan adanya keterlibatan oknum pejabat dari berbagai 

negara dalam memfasilitasi kejahatan perdagangan manusia. Namun ASEAN telah 

berjanji untuk memerangi perdagangan manusia dengan meningkatkan kapasitas 

lembaga penegak hukum untuk menyelidiki dan mengumpulkan data. Pemerintah 

Indonesia juga telah mengambil langkah-langkah untuk mengatasi perdagangan 

manusia, termasuk merestrukturisasi satuan tugas pemberantasan kejahatan 

perdagangan manusia. Upaya-upaya ini mencerminkan tantangan yang sedang 

berlangsung dan tindakan kolaboratif untuk mengatasi perdagangan manusia di Asia 

Tenggara. 

      Beberapa laporan tahunan GT-PPTPPO terhadap kasus TPPO di Indonesia terus 

mengalami peningkatan setiap tahunnya. Data ini berdasarkan website resmi kedutaan 

dan konsulat AS di Indonesia, jumlah kasus perdagangan manusia di tahun 2020 

mencapai 383 kasus dengan 259 sementara itu pada masa pandemi tahun 2021 

mengalami penurunan yaitu 167 kasus dengan 178 pelaku dikarenakan lockdown 

seluruh aktivitas didunia dihentikan sementara karena Pandemi COVID-19. Namun 

pada tahun 2022-2023 kasus perdagangan manusia meningkat drastis yaitu sekitas 40% 

dibandingkan tahun 2020-2021. Pada tahun 2023 mencapai 525 kasus dengan 768 

pelaku diduga mayoritas korban adalah PMI (pekerja migran Indonesia) yang bekerja 

di luar negeri.  

      Pandemi COVID-19 belum menghentikan terjadinya perdagangan manusia, 

termasuk di Indonesia. Maraknya kasus tindak pidana perdagangan orang menjadi 
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persoalan serius setelah pandemi berlangsung dikarenakan ego sektoral yang 

merupakan sebuah pola pikir yang melekat karena pengaruh lingkungan dan juga 

buruknya perekonomian masyarakat setelah pendemi, sehingga minat masyarakat 

Indonesia untuk bekerja di luar negeri terus meningkat. PMI (Pekerja Migran 

Indonesia) menjadi salah satu korban utama yang sering ditemukan sebagai korban 

TPPO, setiap tahun semakin banyaknya laporan kasus perdagangan manusia yang 

terindikasi yang melibatkan berbagai individu dan pejabat pemerintah, sehingga sulit 

untuk dibuktikan dan berujung pada beragamnya modus operasi yang dilakukan oleh 

beberapa sindikat tersebut. Pemerintah Indonesia dan otoritas terkait telah menekankan 

adanya keseriusan dalam menangani perdagangan manusia dan telah mengambil 

langkah-langkah untuk mencegah dan menangani kasus tersebut, termasuk melalui 

kerjasama antar lembaga dan restrukturisasi satuan tugas. Terlepas dari tantangan yang 

ditimbulkan oleh pandemi ini, upaya untuk memerangi perdagangan manusia tetap 

menjadi fokus yang mendesak dan perlu dilakukan kolaborasi(kerjasama). 

       Negara Malaysia menjadi salah satu negara tujuan utama pekerja migran Indonesia 

untuk mengadu nasib di luar negeri selain malaysia, negara Taiwan juga menjadi daya 

tarik tinggi bagi PMI. Beberapa faktor yang mempengaruhi peningkatan pekerja 

migran indonesia terkhusus pada masa pandemi itu karena krisis ekonomi dan juga 

adanya sebuah tradisi dan budaya yaitu seperti tradisi merantau yang mejadi kebiasaan 

turun temurun untuk bekerja di luar negeri dengan pandangan umum terhadap peran 

anak dalam ekonomi keluarga juga mempengaruhi adanya peningkatan pada 

perdagangan manusia. Namun pada tahun 2020 jumlah pekerja migran turun sebanyak 

62% dibandingkan tahun 2019, dikarenakan banyaknya negara yang masih 
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membatasi/social distancing kedatang pekerja migran demi memutuskan rantai 

penyebaran corona.  

 

Tabel 1.1 Data Negara penempatan PMI periode 2019-2020 

Negara  2019 2020 

Malaysia  79.659 14.742 

Taiwan  79.573 34.187 

Hongkong  71.779 53.178 

Singapura  19.779 4.481 

Saudi Arabia  7.018 1.926 

Sumber: BP2MI Pusat 

Jumlah perdagangan manusia negara-negara tujuan utama PMI secara signifikan 

terus meningkat dikarenakan masa pandemi dan pada tahun 2023 mengalami penurunan 

kesadaran masyarakat tentang bahaya isu perdagangan manusia. Salah satu negara tujuan 

utama para PMI yang yang menjadi tempat penyeludupan kasus perdagangan manusia  

yakni Malaysia yang merupakan negara yang terbilang besar soal penyeludupan PMI 

secara ilegal pada daerah perbatasan. Seperti yang sudah disinggung pada penjelasan 

sebelumnya letak geografis antara Malaysia dan Indonesia menjadi faktor pendukung 

faktor geografis dan batas lintas negara menjadi salah satu faktor pendukung kasus ini 

terjadi sehingga fokus pada penelitian ini memusatkan pada keamanan strategi yang 

digunakan Indonesia pada wilayah perbatasan dan perairan. 

Tidak terkecuali kota Palembang dan sekitarnya tepatnya di provinsi Sumatera 

Selatan, tidak sedikit warga yang berasal dari kota tertua di Indonesia ini memutuskan 

untuk mengadu nasib di luar negeri dan menjadi pekerja migran asal Indonesia. Dengan 

adanya berbagai skema dan juga jalur yang disediakan BP3MI Palembang, membuat warga 
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Palembang memiliki akses yang cukup mudah jika ingin mencoba menjadi pekerja migran. 

Terbukti dengan adanya data yang peneliti dapatkan melalui wawancara bersama para staff 

BP3MI Palembang. Dengan wilayah geografis yang cukup berdekatan dengan wilayah 

Indonesia membuat Malaysia menjadi Negara yang cukup strategis dan menjadi salah satu 

tujuan utama para CPMI tak terkecuali warga yang berasal dari kota Palembang. 

Pemerintah Indonesia dan pemerintah daerah khususnya Provinsi Sumatera Selatan, 

belum sepenuhnya memenuhi standar dalam melakukan pemberantasan TPPO secara 

keseluruhan juga pemerintah belum menunjukkan upaya peningkatan dibandingkan dengan 

periode laporan pada saat dampak pandemi covid-19 terhadap kapasitas pemberantasan 

perdagangan orang yang tersedia. Banyak isu dan opini yang beredar bahwa pemerintah 

tidak melaporkan penyelidikan,penuntutan terhadap pejabat yang terlibat dalan tindak 

pidana kejahatan perdangangan manusia.  Maka dari itu diperlukan adanya kerjasama antar 

pemerintah baik pusat maupun daerah bersama lembaga terkait yang berfokus pada 

penanganan Pekerja Migran Indonesia seperti BP2MI. 

Berdasarkan data yang peneliti dapat melalui (Aminah, wawancara pribadi, 17 Mei, 

2024). Dapat diambil kesimpulan bahwa warga asal Sumatera Selatan menjadikan 

Malaysia sebagai salah satu tujuan utama untuk mencari pekerjaan sebagai pekerja migran, 

yang jika dilihat dari data melalui wawancara tersebut sempat terjadi penurunan pada 

periode Covid-19 dan pasca covid yang dimana pada tahun 2020 warga asal Sumatera 

Selatan yang berangkat menuju Malaysia sebanyak 5 orang, sempat menurun di tahun-

tahun setelahnya yakni menjadi 3 orang pada tahun 2021 dan 2022 dan cukup meningkat 

secara signifikan pada tahun 2023 menjadi 13 orang. 

Peningkatan ini tentunya berjalan lurus dengan timeline terjadinya pandemi covid 

19 yang tentunya dengan status berbagai Negara yang sedang lockdown yang dan membuat 
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akses bagi para CPMI untuk mencari peruntungan di luar negeri menjadi lebih sempit, dan 

dengan berakhirnya fase penutupun perbatasan wilayah dari berbagai Negara khususnya 

Negara Malaysia, membuat para CPMI berbondong-bondong untuk segera memulihkan 

perekonomian mereka yang sempat terhambat imbas dari pandemi Covid 19, lalu menjadi 

PMI di Malaysia merupakan langkah yang tentunya cukup dipertimbangkan mengingat 

bayaran yang di anggap cukup besar jika dibandingkan dengan pekerjaan dalam negeri dan 

tidak terlalu memerlukan syarat berlebih bagi para PMI. 

         Pemerintah Indonesia khususnya Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, telah 

melakukan berbagai upaya untuk mengatasi Tindak Pidana Perdagangan Orang (TTPO) di 

Malaysia. Beberapa langkah yang telah diambil antara lain adalah upaya premitif,seperti 

penyelenggaraan seminar untuk para stakeholder terkait dan peningkatan kesdaran hukum 

masyarakat. Selain itu pemerintah juga terus melakukan upaya pencegahan kasus TTPO 

melalui berbagai kebijakan dan gugus tugas di tetapkan melalui Peraturan Presiden 

(PERPRES) Indonesia Nomor 69 tahun 2008. Seleuruh upaya ini merupakan bagian dari 

kesadaran pemerintah Indonesia dalam menangani isu TPPO dan melindungi warga  

negaranya dari eksploitasi.  Namun anggapan perdagangan memicu adanya oknum gelap 

dalam migrasi yaitu migrasi ilegal yang mangancam kemanan negara dimana pada bagian 

ini mengangkat sebuah masalah yaitu adanya pelanggaran hak asasi manusia dari 

perdagangan manusia yang membuat keamanan masyarakat semakin terancam karena 

meningkatnya strategi berpebudakan modern dan diperkirakan akan terus bertambah secara 

signifikan karena masyarakat umum merupakan kunci dalam menanggulangi kejahatan 

transnasional ini 

     Berdasarkan latar belakang upaya aktor negara dalam menyelesaikan dan 

mengantisipasi kasus perdagangan orang adalah dengan membantu pemerintah Indonesia 
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khususnya Provinsi Sumatera Selatan dalam membentuk instrumen hukum tentang 

perdagangan orang dan menjalin kerjasama dengan kelembagaan dalam menyelesaikan 

kasus perdagangan manusia pekerja migran Indonesia (PMI) di Malaysia. Usaha lainnya 

yang dilakukan Indonesia yaitu dengan menjalin hubungan kerjasama dengan negara 

ASEAN guna untuk mempermudah menyelesaikan masalah kejahatan tersebut. Selain itu 

juga aktor negara dan aktor Pemerintah daerah bekerjasama antara satu dengan yang 

lainnya, kesatuan lembaga ini dibentuk untuk mengupayakan penyelesaian segala bentuk 

permasalahan tentang perdagangan orang. 

1.2 Rumusan Masalah  

       Berdasarkan latar belakang, dari yang penulis baca bahwa perkembangan isu 

kejahatan transnasional di bidang perdagangan manusia  terkhusus dalam ruang 

lingkup keamanan  internasional pemerintah Indonesia dan juga sesuai dega hukum 

internasional yang berlaku. Pertanyaannya adalah “ Bagaimana sekuritisasi 

perdagangan manusia oleh pemerintah Indonesia: Perdagangan Pekerja Migran 

Indonesia (PMI)  Asal Sumatera Selatan di Malaysia tahun 2020-2023 ? 

1.3 Tujuan Penelitian  

       Terkait dengan rumusan masalah yang telah dijabarkan diatas, maka penelitian 

telah menemukan hal utama dan mempunyai asumsi tujuan penelitian antara lain, 

untuk mengetahui terkait bagaimana perlindungan hukum terhadap korban trafficking, 

untuk mengetahui terkait bagaimana perlindungan hukum pemerintah terhadap korban 

perdagangan manusia pemerintah Indonesia khususnya Provinsi Sumatera Selatan di 

negara Malaysia pada tahun 2020-2023. Selain itu untuk mengetahui sistem keamanan 

pemerintah Indonesia khususnya Provinsi Sumatera Selatan dalam menangani kasus 

perdagangan manusia PMI asal Sumsel di Malaysia pada tahun 2020-2023.  
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1.4 Manfaat Penelitian  

        1.4.1 Manfaat Teoritis  
         Secara teoritis penelitian ini di harapkan bukan hanya bermanfaat bagi 

pandangan pelajar dalam hubungan Internasional, namun dapat di manfaatkan 

oleh masyarakat umum dalam pemahaman tentang bagaimana dan apa yang 

harus dilakukan untuk menjadi pekerja migran Indonesia supaya tidak terjebak 

dengan para oknum ilegal yang terkait dengan perdangan manusia. Penulis 

mengharapkan bahwa dengan adanya penelitian ini diharapkan bisa menjadi 

rujukan untuk penelitian selanjutnya.  

       1.4.2 Manfaat Praktis  

         Secara praktis penelitian ini di harapkan bermanfaat bagi peneliti sendiri 

dalam mengembangkan ilmu pengetahuan yang didapat selama penelitian ini 

berlangsung dan menjadi sumber informasi mengenai perdagangan manusia 

yang terjadi di Indonesia khususnya Provinsi Sumatera Selatan. Sehingga dapat 

mengetahui faktor apa saja yang manjadi pendukung banyaknya kasus 

perdagangan manusia. 
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